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dan independensi politik luar negeri Indonesia.
Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan
politik luar negeri Indonesia bergabung dengan
BRICS berdasarkan perspektif Siyasah Dauliyah.
Penelitian menggunakan metode hukum normatif
dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keanggotaan
Indonesia dalam BRICS sejalan dengan prinsip-
prinsip Siyasah Dauliyah, khususnya kemaslahatan
(maslahah), keadilan (al-'adalah), kerja sama (at-
ta'awun), dan penghormatan terhadap kedaulatan
negara. Namun demikian, Indonesia perlu tetap
menjaga prinsip bebas dan aktif agar tidak terjebak
dalam rivalitas geopolitik negara-negara besar.
Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan
perspektif Sivasah Dauliyah dalam menganalisis
keanggotaan Indonesia dalam BRICS yang selama ini
lebih banyak dikaji melalui pendekatan hubungan
internasional dan ekonomi politik.

PENDAHULUAN

Perkembangan hubungan internasional pada abad ke-21 menunjukkan terjadinya
pergeseran tatanan global dari sistem unipolar menuju sistem multipolar. Pergeseran tersebut
ditandai dengan meningkatnya pengaruh negara-negara berkembang dalam menentukan arah
kebijakan ekonomi, politik, dan pembangunan global. Salah satu manifestasi perubahan tersebut
adalah menguatnya peran BRICS (Brazil, Russia, India, China, dan South Africa) sebagai forum
kerja sama yang mendorong reformasi tata kelola global agar lebih inklusif dan representatif bagi
negara-negara berkembang (Muhamad, 2025).

Indonesia secara resmi menjadi anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025 setelah
diumumkan oleh Pemerintah Brasil selaku Ketua BRICS 2025. Keanggotaan tersebut merupakan
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tonggak penting dalam implementasi politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas
dan aktif. Pemerintah Indonesia memandang BRICS sebagai wadah strategis untuk memperkuat
kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi, serta memperluas peran Indonesia dalam
memperjuangkan kepentingan negara-negara Global South di tingkat internasional (Kementerian
Luar Negeri Republik Indonesia, 2025).

Keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS memunculkan berbagai pandangan. Di satu
sisi, keanggotaan tersebut dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui
diversifikasi pasar, penguatan investasi, serta akses terhadap pembiayaan pembangunan. Di sisi
lain, terdapat kekhawatiran bahwa keterlibatan Indonesia dalam BRICS dapat memengaruhi
keseimbangan hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat dan menimbulkan persepsi
keberpihakan terhadap kelompok negara tertentu. Kondisi ini menjadikan keanggotaan Indonesia
dalam BRICS sebagai isu strategis yang penting dikaji, terutama dalam kaitannya dengan
konsistensi pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif (Syamsudin, 2025).

Dalam perspektif Siyasah Dauliyah, hubungan antarnegara tidak hanya didasarkan pada
pertimbangan politik dan ekonomi, tetapi juga harus berlandaskan prinsip kemaslahatan
(maslahah), keadilan (al-'adalah), kerja sama (at-ta'awun), penghormatan terhadap perjanjian
internasional, serta perlindungan terhadap kedaulatan negara. Prinsip-prinsip tersebut sejalan
dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kerja sama dalam kebaikan sebagaimana firman
Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang memerintahkan umat manusia untuk saling tolong-
menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Oleh karena itu, kebijakan Indonesia bergabung dengan
BRICS menarik untuk dianalisis guna mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyasah
Dauliyah dalam penyelenggaraan hubungan internasional (Irwansyah, 2024).

Berbagai penelitian mengenai BRICS telah banyak dilakukan, terutama yang berfokus pada
aspek hubungan internasional, ekonomi politik, diplomasi ekonomi, dan kepentingan nasional.
Kajian-kajian tersebut umumnya membahas peluang ekonomi, investasi, perdagangan, serta posisi
negara anggota dalam dinamika geopolitik internasional. Namun demikian, penelitian yang
mengkaji keanggotaan Indonesia dalam BRICS melalui perspektif Siyasah Dauliyah masih relatif
terbatas. Padahal, perspektif tersebut penting untuk memahami bagaimana suatu kebijakan luar
negeri dinilai berdasarkan prinsip-prinsip politik Islam yang menekankan kemaslahatan, keadilan,
kerja sama, dan pemeliharaan kedaulatan negara (Anugerah, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji kebijakan
Indonesia bergabung dengan BRICS dari sudut pandang Siyasah Dauliyah, mengingat keanggotaan
Indonesia dalam BRICS merupakan fenomena baru yang berimplikasi terhadap arah politik luar
negeri Indonesia di tengah perubahan tatanan global. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak
pada penggunaan perspektif Siyasah Dauliyah sebagai kerangka analisis utama dalam menilai
kebijakan keanggotaan Indonesia dalam BRICS yang selama ini lebih banyak dikaji melalui
pendekatan hubungan internasional dan ekonomi politik. Dengan demikian, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum tata
negara Islam, khususnya dalam bidang hubungan internasional kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan
konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kepustakaan (library research). Metode ini
digunakan untuk mengkaji kebijakan politik luar negeri Indonesia bergabung dengan BRICS
berdasarkan prinsip-prinsip Siyasah Dauliyah dalam hukum tata negara Islam. Pendekatan
konseptual dilakukan melalui penelaahan terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan politik
luar negeri, BRICS, dan Siyasah Dauliyah, sedangkan pendekatan kepustakaan digunakan untuk
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memperoleh data dan informasi dari berbagai sumber yang relevan (Abdussamad, 2021).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Bahan hukum primer meliputi dokumen resmi pemerintah Indonesia, pernyataan
Presiden Republik Indonesia, dokumen Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, serta
dokumen resmi terkait keanggotaan Indonesia dalam BRICS. Adapun bahan hukum sekunder
diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas Siyasah
Dauliyah, hubungan internasional, politik luar negeri Indonesia, dan BRICS. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan
mengkaji berbagai bahan hukum serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya,
data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) secara
deskriptif-analitis untuk menilai kesesuaian kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam
bergabung dengan BRICS berdasarkan prinsip-prinsip Siyasah Dauliyah (Adlini et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Politik Luar Negeri Indonesia dalam Bergabung dengan BRICS

Keputusan Indonesia bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada tahun 2025
merupakan salah satu langkah strategis dalam pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif di
tengah dinamika hubungan internasional yang mengalami perubahan signifikan. Bergabungnya
Indonesia ke dalam organisasi yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar
tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk memperluas ruang diplomasi dan memperkuat
posisi Indonesia dalam sistem internasional yang semakin multipolar (Dian et al., 2025).
Keanggotaan tersebut sekaligus mencerminkan orientasi politik luar negeri Indonesia yang tidak
hanya berfokus pada hubungan dengan negara-negara maju, tetapi juga memperkuat kerja sama
dengan negara-negara berkembang yang memiliki kepentingan bersama dalam mendorong
reformasi tata kelola global (Muhamad, 2025).

Dalam konteks ekonomi, BRICS menawarkan berbagai peluang bagi Indonesia, terutama
dalam bidang perdagangan, investasi, pembangunan infrastruktur, serta kerja sama teknologi.
Kehadiran New Development Bank (NDB) sebagai lembaga pembiayaan yang dibentuk oleh
negara-negara BRICS memberikan alternatif sumber pendanaan pembangunan di luar lembaga
keuangan internasional yang selama ini didominasi oleh negara-negara Barat (Syamsudin, 2025).
Kondisi tersebut berpotensi memberikan manfaat bagi Indonesia dalam mempercepat
pembangunan nasional, khususnya pada sektor infrastruktur, energi, transformasi digital, dan
industri strategis lainnya.

Selain aspek ekonomi, keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga memiliki dimensi politik
dan diplomatik yang penting. Indonesia memperoleh kesempatan untuk terlibat secara lebih aktif
dalam berbagai pembahasan mengenai reformasi sistem ekonomi global, kerja sama Selatan-
Selatan, serta isu-isu pembangunan yang menjadi perhatian negara berkembang. Melalui forum
tersebut, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai negara berkembang yang memiliki
pengaruh cukup besar di kawasan Asia Tenggara sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara
negara-negara berkembang dan negara-negara maju.

Hal ini sejalan dengan prinsip hubungan internasional dalam h yang pada dasarnya
merupakan cerminan dari komitmen moral dan konstitusional negara dalam mewujudkan
ketertiban dunia serta menolak segala bentuk penindasan, ketidakadilan, dan dominasi global,
sebagaimana ditegaskan dalam amanat pembukaan UUD 1945 (Adriesti & Mu, 2025). Oleh sebab
itu, keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional seperti BRICS maupun diplomasi global
lainnya harus dipahami sebagai wujud konsistensi penegakan prinsip-prinsip Siyasah Dauliyah dan
tanggung jawab konstitusional nasional.
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Meskipun demikian, keanggotaan Indonesia dalam BRICS tidak terlepas dari berbagai
tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan kapasitas ekonomi antarnegara
anggota yang berpotensi menciptakan ketimpangan pengaruh dalam proses pengambilan kebijakan.
Dominasi ekonomi negara tertentu dapat memengaruhi arah kerja sama yang dijalankan sehingga
diperlukan kemampuan diplomasi yang kuat agar kepentingan nasional Indonesia tetap
terakomodasi. Oleh karena itu, Indonesia perlu memastikan bahwa keanggotaannya dalam BRICS
tetap berada dalam kerangka politik luar negeri bebas dan aktif serta tidak mengurangi
independensi dalam menentukan arah kebijakan luar negeri nasional.

Analisis Siyasah Dauliyah terhadap Keanggotaan Indonesia dalam BRICS

Dalam perspektif ketatanegaraan Islam, kebijakan diplomasi dan hubungan luar negeri
merupakan bagian integral dari penerapan Siyasah Syar’iyyah yang berorientasi pada
kemaslahatan publik (maslahah ‘ammah) dan pemenuhan tanggung jawab konstitusional.
Sebagaimana dijelaskan dalam kajian As-Siyasi: Journal of Constitusional Law, penerapan siyasah
syar’iyyah dalam isu-isu ketatanegaraan (Maimun & Hakim, 2024), tidak hanya terbatas pada
urusan domestik, melainkan juga melingkupi bagaimana negara mengambil keputusan strategis di
tingkat internasional demi menjaga kedaulatan serta memenuhi hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu,
keputusan Indonesia untuk bergabung dalam BRICS merupakan bentuk pengejawantahan siyasah
syar’iyyah yang adaptif terhadap perubahan geopolitik global.

Siyasah Dauliyah merupakan salah satu cabang kajian siyasah yang mengatur hubungan
antara suatu negara dengan negara lain berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam perspektif
ini, hubungan internasional tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kepentingan politik dan
ekonomi semata, tetapi juga harus berorientasi pada terciptanya kemaslahatan, keadilan, kerja sama,
dan perdamaian (Erfan et al., 2024). Dalam kerangka Figh Siyasah, hukum ketatanegaraan Islam
pada era modern dituntut untuk bersifat inklusif, fleksibel, dan adaptif terhadap perubahan serta
dinamika zaman demi merespons kebutuhan masyarakat dan perkembangan global. Karakter
inklusif ini menjadi landasan penting bagi Indonesia dalam menjalankan diplomasi internasional
yang dinamis. Keputusan bergabung dengan BRICS mencerminkan keluwesan pendekatan Siyasah
Dauliyah yang tidak kaku, melainkan terbuka terhadap bentuk-bentuk kerja sama multilateral baru
sepanjang membawa kemaslahatan, menghormati kedaulatan dan memperjuangkan keadilan
internasional (Fikri & Fikri, 2026). Oleh karena itu, kebijakan Indonesia bergabung dengan BRICS
perlu dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip tersebut untuk mengetahui sejauh mana kebijakan
tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum tata negara Islam.

Prinsip pertama yang relevan adalah kemaslahatan (maslahah). Dalam konsep siyasah,
suatu kebijakan negara termasuk dalam hubungan internasional dapat dibenarkan apabila
berorientasi pada pencapaian Maqasid Al- Sharia’ah guna melindungi kemaslahatan, martabat, dan
kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Kumaidi dan Dharmayani (2026),
pemenuhan nilai-nilai maqasid tidak hanya berfokus pada kepatuhan aturan formal, melainkan
harus diwujudkan melalui kebijakan publik yang secara substansial menghadirkan kemaslahatan
dan perlindungan hak-hak dasar (Kumaidi & Dharmayani, 2026). Keanggotaan Indonesia dalam
BRICS berpotensi memberikan berbagai manfaat strategis, seperti peningkatan perdagangan
internasional, perluasan investasi, transfer tekonologi, serta akses terhadap berbagai skema
pembiayaan pembangunan (Azzaqi et al., 2026). Manfaat tersebut sejalan dengan tujuan utama
kemaslahatan yang berorientasi pada penguatan ketahanan ekonomi, perluasan akses
Pembangunan, serta menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama kebijakan
negara.
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Selain prinsip kemaslahatan, keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga dapat dianalisis
melalui prinsip kerja sama (at-ta'awun). Islam mengajarkan pentingnya kerja sama dalam
mewujudkan kebaikan dan kemanfaatan bersama sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

Olsdly V) e )5l Va5 5 ol e 15355

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong
dalam berbuat dosa dan permusuhan." (QS. Al-Maidah [5]: 2) (Kementerian Agama Republik
Indonesia, n.d.).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kerja sama antarnegara diperbolehkan selama bertujuan
menciptakan kemanfaatan dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain. Dalam konteks
BRICS, Indonesia dapat memanfaatkan forum tersebut untuk memperkuat kerja sama ekonomi,
pembangunan, pendidikan, teknologi, dan berbagai sektor strategis lainnya yang memberikan
manfaat bagi masyarakat.

Prinsip berikutnya adalah keadilan (al-'adalah). Dalam Siyasah Dauliyah, hubungan
internasional harus dilaksanakan secara adil dan setara tanpa adanya dominasi satu negara terhadap
negara lainnya. BRICS pada dasarnya dibentuk sebagai respons terhadap ketimpangan representasi
negara-negara berkembang dalam sistem internasional yang selama ini lebih banyak didominasi
oleh negara maju (Candra, n.d.). Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia dalam BRICS dapat
dipahami sebagai bagian dari upaya memperjuangkan tata kelola global yang lebih adil dan inklusif.

Namun demikian, analisis Siyasah Dauliyah tidak hanya menyoroti manfaat suatu
kebijakan, tetapi juga mempertimbangkan berbagai potensi risiko yang mungkin muncul.
Keanggotaan Indonesia dalam BRICS berpotensi menghadirkan tantangan berupa meningkatnya
ketergantungan ekonomi terhadap negara-negara tertentu apabila tidak diimbangi dengan
kebijakan yang tepat. Selain itu, rivalitas geopolitik antara beberapa anggota BRICS dengan
negara-negara Barat dapat memunculkan tekanan diplomatik yang berpengaruh terhadap posisi
Indonesia dalam hubungan internasional (Diani et al., 2025). Oleh karena itu, prinsip kemaslahatan
mengharuskan pemerintah untuk terus melakukan evaluasi terhadap manfaat dan risiko yang
muncul sehingga keanggotaan Indonesia dalam BRICS benar-benar memberikan manfaat yang
optimal bagi masyarakat dan negara.

Di samping itu, keabsahan serta keberlanjutan suatu kebijakan strategis luar negeri
memerlukan dukungan pengawasan ketatanegaraan dan akuntabilitas publik, Santoso et al. (2021)
menekankan bahwa setiap penyelenggaraan kewenangan negara dalam kerangka hukum tata
negara dan figh siyasah harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan asas tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) (Santoso et al., 2021). Dalam konteks
keterlibatan serta ratifikasi kesepakatan internasional dalam forum BRICS, pemerintah Indonesia
tetap wajib menjalankan fungsi control dan akuntabilitas konstitusional agar setiap kerja sama
ekonomi dan politik internasional betul-betul mendatangkan kemaslahatan nyata bagi masyarakat.

Dalam kerangka Siyasah Dauliyah, keberhasilan dan keabsahan suatu kebijakan diplomasi
luar negeri sangat bergantung pada keselarasan antara prinsip-prinsip konstitusi dan komitmen
terhadap norma-norma internasional. Sebagaimana diungkapkan oleh Ain, Na’in dan Sakirman
(2026), efektivitas penerapan suatu norma hukum ditingkat nasional maupun internasional
mensyaratkan adanya keselarsan struktural (structural aligment) antara asas konstitusional dan
implementasi kebijakan (Ain et al., 2026). Dalam konteks keterlibatan Indonesia di BRICS,
integrasi kebijakan politik luar negeri ini harus tetap berjalan selaras dengan landasan konstitusi
UUD 1945 serta norma-norma hukum internasional guna memastikan partisipasi aktif Indonesia
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tidak hanya bersifat formalitas, melainkan benar-benar menghadirkan pelindungan dan kepastian
hukum yang substansif.

Implikasi Keanggotaan BRICS terhadap Politik Luar Negeri Indonesia

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS membawa implikasi yang cukup luas terhadap arah
politik luar negeri Indonesia. Dari aspek diplomasi, keanggotaan tersebut memperluas ruang gerak
Indonesia dalam berbagai forum internasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu
representasi negara berkembang dalam pembahasan isu-isu global (Anugerah et al., 2025). Kondisi
ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih besar dalam mendorong
reformasi tata kelola global yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dari aspek ekonomi, BRICS dapat menjadi sarana untuk memperluas pasar ekspor
Indonesia, meningkatkan arus investasi, serta memperkuat kerja sama pembangunan dengan
negara-negara anggota. Potensi tersebut menjadi penting mengingat perekonomian global saat ini
menghadapi berbagai tantangan yang menuntut negara-negara berkembang untuk membangun
kerja sama yang lebih erat guna meningkatkan ketahanan ekonomi nasional (Dian et al., 2025).

Di sisi lain, keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga menghadirkan tantangan yang
memerlukan respons kebijakan yang adaptif. Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan
hubungan dengan negara-negara BRICS dan mitra strategis lainnya agar tidak menimbulkan
persepsi keberpihakan terhadap blok tertentu. Prinsip bebas dan aktif yang selama ini menjadi dasar
politik luar negeri Indonesia harus tetap menjadi pedoman utama dalam setiap pengambilan
kebijakan luar negeri (Azzaqi et al., 2026).

Dengan demikian, keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan keanggotaan BRICS tidak
hanya ditentukan oleh besarnya peluang ekonomi yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan
pemerintah dalam menjaga independensi kebijakan luar negeri, memperkuat daya saing nasional,
dan memastikan bahwa seluruh bentuk kerja sama yang dijalankan benar-benar memberikan
manfaat bagi kepentingan nasional. Dalam perspektif Siyasah Dauliyah, kondisi tersebut
merupakan wujud dari upaya mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kerja sama yang
berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta penghormatan terhadap kedaulatan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keanggotaan Indonesia dalam
BRICS merupakan salah satu bentuk implementasi politik luar negeri bebas dan aktif yang
berorientasi pada kepentingan nasional di tengah berkembangnya tatanan global multipolar.
Melalui keanggotaan tersebut, Indonesia memperoleh peluang untuk memperluas kerja sama
ekonomi, perdagangan, investasi, pembangunan, serta meningkatkan peran diplomatik dalam
berbagai forum internasional. Di samping itu, BRICS menjadi sarana bagi Indonesia untuk
memperkuat posisi tawar dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dan
mendorong reformasi tata kelola global yang lebih inklusif.

Ditinjau dari perspektif Sivasah Dauliyah, kebijakan Indonesia bergabung dengan BRICS
sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan (maslahah), keadilan (al-'adalah), dan kerja sama (at-
ta'awun). Keanggotaan tersebut dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan
masyarakat melalui penguatan kerja sama internasional yang memberikan manfaat ekonomi dan
pembangunan nasional. Selain itu, partisipasi Indonesia dalam BRICS juga mencerminkan upaya
membangun hubungan antarnegara yang berlandaskan kesetaraan, saling menghormati kedaulatan,
serta mendorong terciptanya perdamaian dan keadilan dalam hubungan internasional.

Namun demikian, keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga menghadirkan sejumlah
tantangan, terutama dalam menjaga keseimbangan hubungan diplomatik dengan negara-negara di
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luar BRICS, menghindari ketergantungan ekonomi terhadap negara tertentu, serta
mempertahankan independensi kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus
memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama yang dijalankan dalam kerangka BRICS tetap
berlandaskan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif serta berorientasi pada kemaslahatan
nasional. Dengan demikian, keanggotaan Indonesia dalam BRICS tidak hanya memberikan
manfaat ekonomi dan diplomatik, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Siyasah Dauliyah yang
menekankan keadilan, kerja sama, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara
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